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ABSTRACT 

 

The sporadic urban growth in Yogyakarta has led to a logical 

consequence: the shrinking of green spaces due to intense competition for land 

use. The availability of Public Green Open Spaces in Yogyakarta currently falls 

far short of the targets set by regulations. Amid the scarcity of government-owned 

land, the utilization of Sultan Ground emerges as an alternative solution to address 

the shortfall in Public Green Open Space coverage, which currently stands at a 

mere 8.43% far below the target.  

This study aims to identify the potential of Sultan Ground as an alternative 

site for Public Green Open Spaces using a mixed-methods approach with a 

sequential explanatory design. Spatial data was integrated with results from in-

depth interviews with the Environmental Agency and the Land and Spatial 

Planning Agency. 

The study’s findings reveal that Sultan Ground’s current active 

contribution to RTHP remains low, at just 0.7%. Through a three-stage analysis 

including physical potential screening, policy alignment, and land cover 

assessment 10 priority Sultan Ground sites were identified that could increase the 

RTHP percentage by 8.623%. Local authorities must immediately secure these 

lands to prevent rapid building occupation resulting from urbanization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan kota baik secara gradual maupun episodik memang 

tidak dapat dihindari (Susilo, Afani and Hidayah, 2021). Pertumbuhan ini 

mencerminkan perubahan kuantitatif dalam aspek fisik dan demografis kota 

yang menyebabkan meluasnya wilayah permukiman serta peningkatan 

aktivitas sosial ekonomi. Perubahan ini mendorong kebutuhan akan 

pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sehingga kota semakin 

berkembang dari waktu ke waktu. Pertumbuhan kota yang terjadi secara 

bertahap maupun lonjakan tertentu ini menjadi fenomena yang erat 

kaitannya dengan urbanisasi dan dinamika masyarakat kota.  Kimengsi dan 

Fogwe (2017) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa, kompetisi penggunaan 

lahan akibat pembangunan di banyak kota berkembang menyebabkan 

hilangnya pasokan daerah hijau. Pengelolaan ruang di daerah perkotaan 

sering menghadapi kesulitan yang signifikan dikarenakan tingkat urbanisasi 

yang terus meningkat. Pemerintah harus bertindak cepat dan inovatif untuk 

memastikan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi pertumbuhan 

populasi yang pesat.  

Urbanisasi membawa konsekuensi terhadap peningkatan jumlah 

penduduk di kawasan perkotaan, yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan 

akan lahan. Kota Yogyakarta dikenal sebagai pusat kegiatan budaya dan 

pendidikan yang memiliki peran penting di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik Kota 

Yogyakarta pada tahun 2025, kota ini diperkirakan memiliki jumlah 

penduduk sekitar 466.950 jiwa, yang menempatkannya di posisi ke-104 

secara nasional dari segi jumlah penduduk. Meskipun angka tersebut cukup 

besar, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk paling sedikit 

dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY seperti Sleman, Bantul, 

Gunungkidul, dan Kulon Progo, yang masing-masing memiliki populasi 

lebih tinggi. Akan tetapi, laju pertambahan penduduk di Kota Yogyakarta 
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meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Semakin bertambahnya 

penduduk, semakin banyak pula lahan yang diperlukan untuk tempat 

tinggal. Hal ini akan menimbulkan terkikisnya ketersediaan lahan yang ada 

di Kota Yogyakarta. Situasi ini menjadi dasar penting untuk memahami 

dinamika penduduk di daerah tersebut serta dampak terhadap pembangunan 

dan penyediaan layanan publik di Kota Yogyakarta.  

Keterbatasan ketersediaan lahan mendorong terjadinya persaingan 

dalam pemanfaatannya. Lahan yang memiliki fungsi lindung sering kali 

dianggap kurang bernilai secara ekonomi sehingga tidak menjadi prioritas 

dalam pembangunan (Talumepa, 2023). Kondisi ini mendorong terjadinya 

alih fungsi lahan, di mana area yang seharusnya diperuntukkan sebagai 

ruang publik seperti taman justru diabaikan dan digantikan oleh bangunan 

bertingkat yang mendominasi lanskap kota. 

Alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan ruang aktivitas 

masyarakat perkotaan juga menimbulkan berbagai permasalahan 

lingkungan. Padatnya bangunan tinggi, meningkatnya polusi udara akibat 

transportasi, serta berkurangnya area hijau menyebabkan terbentuknya 

fenomena dust dome atau lapisan polutan yang menyelimuti atmosfer kota. 

Situasi ini berdampak pada pola sirkulasi udara perkotaan yang khas, 

menciptakan perbedaan suhu yang signifikan antara pusat kota dan wilayah 

sekitarnya. Dalam jurnalnya, Baroroh & Pangi (2018) mendefinisikan 

bahwa fenomena tersebut dikenal sebagai urban heat island atau pulau 

panas, di mana suhu udara cenderung lebih tinggi di pusat kota 

dibandingkan dengan daerah pinggirannya. Berdasarkan data Grafik Suhu 

Maksimum, Minimum, Rata-rata Stasiun Klimatologi D.I. Yogyakarta 

Tahun 2023, suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 35,6 derajat celcius.  

Fenomena Urban Heat Island (UHI), yang tercermin dari perubahan 

suhu pada skala iklim mikro, hingga kini belum sepenuhnya dijadikan 

indikator utama dalam proses perencanaan perkotaan (Larasati, Rahman and 

Kautsary, 2022). Walaupun peningkatan suhu akibat UHI pada kondisi 

tertentu dapat memberikan keuntungan. Analisis musim tanam dan fenologi 
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vegetasi dalam Ecology and Evolution Zhao (2025), menemukan bahwa 

peningkatan suhu di musim semi memicu vegetasi memasuki fase 

pertumbuhan lebih dini, sehingga memperluas durasi musim tumbuh suatu 

indikator yang sering diterjemahkan sebagai “masa tanam lebih panjang”. 

Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan secara umum lebih bersifat 

merugikan. Peningkatan temperatur tersebut mendorong kenaikan 

kebutuhan energi, memperburuk emisi polutan udara dan gas rumah kaca, 

menurunkan kualitas sumber daya air, serta berdampak negatif terhadap 

kesehatan dan tingkat kenyamanan masyarakat di kawasan perkotaan. 

Salah satu cara untuk mengurangi intensitas UHI yaitu dengan 

memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau perkotaan penting 

karena dapat membantu meningkatkan kualitas udara di perkotaan (Coutts 

et al., 2016). Penambahan RTH, baik dalam bentuk taman kota, jalur hijau, 

maupun hutan kota, berperan penting dalam menurunkan suhu permukaan. 

Vegetasi berperan dalam menyerap radiasi matahari, meningkatkan 

kelembaban udara, serta memperlancar sirkulasi angin di lingkungan 

perkotaan. Dalam penelitiannya Agustiyara et al. (2025) menunjukkan 

secara empiris bahwa peningkatan proporsi tutupan hijau di kawasan 

perkotaan, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Kota Yogyakarta, 

memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan suhu permukaan. Melalui 

analisis citra satelit beresolusi tinggi dan pendekatan Normalize Difference 

Vegetation Index (NDVI), penelitian tersebut menemukan bahwa area 

dengan indeks vegetasi tinggi memiliki suhu permukaan rata-rata 1-2°C 

lebih rendah dibandingkan area dengan dominasi permukaan terbangun 

seperti benton dan aspal.  Keberadaan RTH tidak hanya berdampak pada 

penurunan suhu secara lokal (microclimate regulation), tetapi juga 

berkontribusi terhadap penurunan UHI pada skala kota. Dengan demikian, 

strategi penambahan dan optimalisasi RTH merupakan salah satu 

pendekatan ilmiah yang terbukti efektif dalam mengendalikan peningkatan 

suhu akibat urbanisasi cepat dan berkurangnya permukaan hijau kota. 
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Berbagai macam strategi untuk mengembalikan lingkungan sudah 

dicoba oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Strategi peningkatan kuantitas 

RTHP di Kota Yogyakarta setelah ditetapkannya RDTR dan Peraturan 

Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 diidentifikasi berdasarkan hasil 

telaah terhadap laporan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, laporan Dinas 

Lingkungan Hidup, serta dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-

2022 adalah berupa penanaman pohon sepanjang jalan, pembebasan tanah 

di dalam permukiman, dan pembebasan sempadan sungai dari bangunan. 

Akan tetapi dari strategi tersebut hanya dapat menyumbang 0,063% untuk 

pemenuhan RTH di Kota Yogyakarta (Hidayah, Sativa and H, 2021). 

Pada tahun 2024, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta, total persentase RTH di Kota Yogya, mencapai 23,352%. 

Jumlah tersebut terdiri dari 8.063% RTH Publik dan 15,288% RTH Privat. 

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya, Kota Yogyakarta masih jauh dari 

batas minimal persentase pemenuhan RTH di suatu kota. Sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang (2007), yang menyebutkan bahwa: Proporsi 

ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen 

dari luas wilayah kota. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut 

sebagai RTH merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, 

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik 

yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Mengacu pada 

peraturan tersebut, pengembangan RTH menjadi hal penting untuk 

dilakukan. Akan tetapi, keberadaan RTH yang langka timbul akibat dari 

keterbatasan lahan yang ada di Kota Yogyakarta.  

Beberapa studi pemetaan dan analisis tutupan lahan di Kota 

Yogyakarta menunjukkan konsentrasi tutupan non-hijau di pusat kota dan 

defisit RTHP pada beberapa kalurahan padat penduduk, yang 

mengindikasikan ketimpangan ketersediaan ruang hijau baik secara 

kuantitas maupun kualitas (Santa, 2025). Meskipun ada inisiatif 

penambahan RTH oleh pemerintah Kota Yogyakarta (misalnya 
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Pembangunan RTHP pada periode 2023-2024), laporan resmi masih 

mencatat bahwa proporsi RTH belum mencapai ambang yang 

direkomendasikan sehingga memerlukan sumber lahan alternatif dan 

kebijakan yang inovatif.  

Keterbatasan lahan unuk pengembangan RTH di kawasan perkotaan 

membuat pemerintah kota menghadapi dilemma, antara kebutuhan ruang 

hijau dan keterbatasan ruang fisik. Dalam situasi seperti ini, keberadaan 

Sultan Ground di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk 

Kota Yogyakarta, menawarkan alternatif potensial. Sultan Ground 

merupakan tanah yang secara historis dimiliki dan dikuasai oleh Kasultanan 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengaturan mengenai tanah milik Kasultanan 

sebelum kemerdekaan telah diatur dalam Rijksblad Kasultanan No. 16 

Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman No 18 Tahun 1918, yang 

menyatakan bahwa tanah tanpa bukti kepemilikan melalui hak eigendom 

(milik) akan dianggap sebagai milik Kerajaan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan dan Kadipaten, Sultan Ground diakui sebagai bagian dari tanah 

keprabon atau tanah adat yang hak penguasaannya berada di bawah 

kewenangan Kasultanan.  

Secara hukum, tanah Sultan Ground tidak termasuk dalam kategori 

tanah negara, melainkan merupakan tanah hak milik kesultanan yang diatur 

secara khusus di luar sistem pendaftaran tanah konvensional. Tanah ini 

memiliki fungsi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1)  

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa 

Yogyakarta (2017), yang menyebutkan bahwa: Tanah Kasultanan dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

budaya dan kepentingan Kesultanan. Artinya, pemanfaatan Sultan Ground 
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untuk kepentingan publik seperti ruang terbuka hijau dimungkinkan secara 

hukum, sepanjang melalui mekanisme kerja sama dan penghormatan 

terhadap otoritas Kasultanan. Namun kenyataannya masih banyak bidang 

Sultan Ground di wilayah Kota Yogyakarta yang belum dimanfaatkan 

secara optimal, bahkan sebagian dibiarkan kosong, terbengkalai, atau 

digunakan secara tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 

Keterbatasan data spasial, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya 

koordinasi antar lembaga membuat banyak aset tanah Kasultanan belum 

terkelola dengan baik (Sugiarto and Barthos, 2024). 

Dalam konteks penataan kota berkelanjutan, kondisi ini justru 

membuka peluang. Tanah Sultan Ground yang belum termanfaatkan dapat 

diintegrasikan ke dalam sistem RTH kota melalui skema kerja sama antara 

Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kasultanan, misalnya untuk 

pengembangan taman kota, hutan kota, atau jalur hijau ekologis. Hal ini 

sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 5 Tahun 2008 (2008) yang menegaskan bahwa penyediaan RTH 

harus memperhatikan potensi lahan-lahan non-produktif atau tidak terpakai 

di kawasan perkotaan.  

Dari sisi sosial, keberadaan RTH di atas lahan Sultan Ground dapat 

memperluas akses masyarakat terhadap ruang publik yang nyaman dan 

sehat, sekaligus menjadi simbol kolaborasi antara nilai budaya kesultanan 

dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi 

pemanfaatan Sultan Ground untuk RTH bukan hanya solusi terhadap 

keterbatasan lahan, tetapi juga bentuk implementasi nyata keistimewaan 

Yogyakarta dalam tata kelola ruang yang mengharmonikan aspek budaya, 

lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Melihat kondisi keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta yang kian 

kritis, rendahnya proporsi ruang terbuka hijau, serta adanya potensi besar 

dari lahan Sultan Ground yang belum termanfaatkan secara optimal, maka 

penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Urgensi penelitian 

ini terletak pada upaya menemukan model optimalisasi pemanfaatan tanah 
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Sultan Ground yang tidak hanya sesuai dengan kerangka hukum 

keistimewaan Yogyakarta, tetapi juga relevan terhadap kebutuhan ekologis 

dan sosial masyarakat perkotaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengulas lebih 

lanjut terkait pemanfaatan Tanah Sultan Ground guna meningkatkan 

persentase RTH di Kota Yogyakarta dengan judul “Optimalisasiِ

Pemanfaatan Tanah Sultan Ground Untuk Pemenuhan Ruang 

Terbuka Hijau Melalui Di KotaِYogyakarta” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian data dan persoalan yang menjadi fokus utama dari 

penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) 

di Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana sebaran fisik Tanah Sultan Ground di Kota Yogyakarta 

serta bagaimana potensi dan kendala pemanfaatannya sebagai 

RTHP? 

3. Bagaimana rekomendasi yang optimal untuk meningkatkan 

persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) melalui 

pemanfaatan Tanah Sultan Ground di Kota Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi eksisting RTHP di Kota 

Yogyakarta; 

2. Mengidentifikasi sebaran, potensi, dan kendala pemanfaatan Tanah 

Sultan Ground yang sebagai RTHP; dan 

3. Mengetahui rekomendasi aksi untuk optimalisasi pemanfaatan 

Sultan Ground dalam rangka pemenuhan RTH di Kota Yogyakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi 

pemanfaatan tanah Sultan Ground sebagai alternatif lahan dalam 

upaya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota 

Yogyakarta dengan mempertimbangkan kondisi eksisting tata guna 

lahan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

optimalisasi pemanfaatan Sultan Ground dari aspek spasial, sosial, 

dan kelembagaan.  

2. Secara praktis penelitian ini ditujukan untuk memberikan 

rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan 

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam merumuskan 

kebijakan pemanfaatan tanah Sultan Ground guna meningkatkan 

jumlah RTH secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya mekanisme 

kolaboratif antara pemerintah daerah, pihak kesultanan, serta 

masyarakat dalam pengelolaan lahan Sultan Ground yang 

berorientasi pada fungsi ekologis dan sosial. Lebih jauh, hasil 

penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi 

dan regulasi turunan yang mendukung pemanfaatan lahan tidak 

produktif termasuk Sultan Ground RTHP, sejalan dengan nilai 

keistimewaan Yogyakarta dan prinsip pembangunan berkelanjutan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta 

saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan total persentase 

baru mencapai 8,43%, masih jauh dari target minimal 20% yang ditetapkan 

reggulasi. Tantangan utama dalam pengelolaannya adalah masifnya alih 

fungsi lahan akibat urbanisasi dan keterbatasan lahan milik pemerintah 

daerah yang siap dikembangkan.  

2. Di sisi lain, identifikasi terhadap distribusi fisik tanah Sultan Ground 

menunjukkan potensi yang sangat besar dengan total 1.686 bidang yang 

tersebut di wilayah Kota Yogyakarta. Namun pemanfaatannya sebagai 

RTHP masih menghadapi kendala serius, di mana baru sekitar 0,7% dari 

jumlah bidang tersebut yang berkontribusi secara aktif. Rendahnya angka 

ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, mulai dari belum 

sinkronnya data administrasi antar instansi hingga tingginya tekanan 

okupasi bangunan oleh masyarakat pada lahan-lahan kosong tersebut.  

3. Melalui tiga analisis tahapan yang berhasil menetapkan 10 (sepuluh) bidang 

Sultan Ground prioritas seluas 63.333m2 dapat menjadi alternatif 

rekomendasi untuk meningkatkan persentase ketersediaan RTHP. 

Penetapan ini didasarkan pada keberadaan vegetasi eksisting yang telah 

membentuk ekosistem mikro, sehingga pembangunan RTHP dapat 

dilakukan secara lebih efisien dan cepat tanpa harus memulai dari lahan 

gundul. Implementasi pada 10 bidang ini diproyeksikan memberikan 

kontribusi signifikan dengan meningkatkan persentase RTHP sebesar 

0,193%, sehingga total luasan RTHP kota meningkat menjadi 8,623%. 

Rekomendasi ini menjadi rekomendasi utama bagi pemerintah kota sebagai 

solusi yang efektif untuk menambah luasan hijau kota tanpa harus 

terkendala proses pengadaan tanah yang berlarut-larut, asalkan disertai 

dengan langkah proteksi fisik segera guna menjaga status lahan dari 

ancaman alih fungsi di masa depan. 
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B. Saran 

1. Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan kepada Pemerintah 

Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), untuk segera melakukan langkah 

proteksi fisik terhadap 10 bidang Sultan Ground prioritas yang telah 

teridentifikasi. Langkah "penguncian" status lahan melalui pemagaran atau 

pemasangan papan informasi kepemilikan menjadi hal yang sangat 

mendesak guna mencegah terjadinya okupasi bangunan liar yang dipicu 

oleh tingginya tekanan urbanisasi di wilayah tersebut. Selain itu, diperlukan 

adanya sinkronisasi data satu pintu antara pemerintah daerah dengan pihak 

Panitikismo melalui penyederhanaan prosedur Serat Kekancingan yang 

dikhususkan bagi fungsi ekologis RTHP. Pemerintah juga diharapkan tidak 

hanya terpaku pada aset Kasultanan, melainkan mulai merumuskan solusi 

alternatif sistemik seperti penguatan regulasi insentif bagi sektor swasta dan 

optimalisasi lahan sisa di pemukiman padat.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai 

aspek ketersediaan anggaran pemeliharaan, efektivitas partisipasi 

masyarakat dalam penyediaan RTH privat, serta rekomendasi strategi lain 

sehingga target pemenuhan ruang terbuka hijau dapat tercapai secara 

kolaboratif dan berkelanjutan. 
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